
 

7 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini hasil peneliti terdahulu digunakan sebagai bahan 

untuk membantu mendapatkan gambaran dalam penelitian ini, di samping untuk 

mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian dan faktor-faktor penting 

lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat 

mengembangkan wawasan berpikir peneliti. di mana penulis mengambil 

penelitian sebelumnya, yaitu: 

1. Anissa Azzahrah Raihana dkk 2023. Universitas Islam Negeri Sunan 

Gunung Djati Bandung. Dengan Judul Penelitian “Optimalisasi 

Kualittas Pelayanan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas 

Tambelang Pada Masyarakat Tambelang Kabupaten Bekasi. Dari 

pembahasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan 

yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kecamatan 

Tambelang sudah cukup baik. Dapat dilihat dari ke 5 dimensi masing – 

masing sudah terpenuhi dan memberikan layanan yang prima bagi 

masyarakat tambelang. Terkait dengan dimensi tangibles, Puskesmas 

Tambelang memiliki 3 gedung diantaranya yaitu gedung A, B dan Poned. 

Juga dimensi kehandalan bahwa pertugas puskesmas tambelang berkompeten 

dalam memberikan pelayanan secara tepat dan akurat. Juga mengetahui dan 

memahami secara tepat terkait dengan tugas dan tanggung jawab 

sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan, tepat waktu dan mampu 

menyelesaikan suatu pekerjaan dengan tepat dan cepat. Selain itu dalam 

dimensi daya tanggap petugas layanan di Puskesmas Tambelang ini memiliki 
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respon yang baik ketika terdapat pasien yang bingung ataupun hendak berobat 

ke poli yang dituju dan tidak mengetahui ruangan yang dituju, selain itu, 

dalam dimensi jaminan bahwa pelayanan kesehatan yang dilihat dari 

kompetensi petugas dalam hal ini memberikan pelayanan kesehatan, para 

petugas pelayanan kesehatan di Puskesmas Tambelang merupakan petugas 

yang professional. Dan yang terakhir dimensi empati bahwa di setiap ruang 

pelayanan sudah tersedia pengelola pelayanan, semisal di loket pendaftaran 

sudah terdapat pegawai yang siap melayani pasien dalam hal pendaftaran 

sehingga setiap pasien yang masuk mendapatkan rute pelayanan yang sama 

tanpa membeda – bedakan status kepesertaan BPJS Kesehatan. 

2. Muhammad Ridwan dkk 2025. Program Studi Administrasi Publik 

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Dengan Judul 

Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Juai 

Kabupaten Balangan.  Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan 

tentang Kualitas Pelayanan pada pembahasan dapat di ambil suatu 

kesimpulan sebagai berikut: Kualitas pelayanan pada Puskesmas Kecamatan 

Juai Kabupaten Balangan sudah bisa dikatakan cukup baik hal ini dapat di 

lihat dari beberapa indikator. Pertama (Tangibles) ketampakan fisik pada 

indikator penampilan fisik yang meliputi sarana dan prasarana yang masih 

kurang baik untuk memenuhi kebutuhan pasien yang datang, hal ini di lihat 

dari kurangnya kursi tunggu pada ruang tunggu. Pada indikator ruang tunggu 

yang masih kurang baik dikarenakan ruangan yang tidak memenuhi standar 

kenyamanan pasien. Pada indikator tempat informasi cukup baik dalam 

berbagi informasi karena sebagian pasien masih belum tahu tentang fasilitas 
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yang ada di Puskesmas kecamatan Juai. Kedua (Reliability) kehandalan pada 

indikator kemampuan dan kehandalan para petugas sudah memiliki 

kemampuan dan kehandalan yang sudah baik dalam menangani pasien. 

Ketiga (Responsiviness) daya tanggap pada indikator cepat masih dikatakan 

kurang baik karena pasien masih kurang cepat dalam menerima pelayanan, 

sedangkan pada indikator ketepatan dan ketanggapan para petugas sudah 

tepat dan tanggap dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Keempat 

(Assurance) jaminan pada indikator jaminan tepat waktu dalam melayani 

pasien sudah baik, dan pada indikator keramahan sopan santun dalam 

pelayanan juga sudah baik. Kelima (Emphaty) empati pada indikator sikap 

tegas para petugas sudah tegas dalam memberikan arahan dan masukan 

kepada pasien, dan pada indikator perhatian kepada konsumen sudah baik 

dalam memberikan perhatian kepada pasien yang membutuhkan. Faktor yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan pada Puskesmas Kecamatan Juai 

Kabupaten Balangan terbagi menjadi dua. Pertama, faktor pendukung 

kualitas pelayanan adalah sumber daya manusia yang baik dan pelayanan 

yang memberikan perhatian kepada konsumen atau pasien sudah baik. Kedua, 

faktor penghambat kualitas pelayanan adalah kurangnya petugas pelayanan 

umum yang membuat pelayanan menjadi lambat yang mana faktor itu sangat 

mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan Puskesmas Juai kepada 

masyarakat sehingga masyarakat kurang puas. Untuk meningkatkan Kualitas 

Pelayanan pada Puskesmas Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, maka 

disarankan: Kepada Kepala Puskesmas agar memfollow up usulan ke Dinas 

Kesehatan agar bisa cepat untuk penambahan sarana dan prasarana seperti 
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penambahan kursi dan penambahan luas ruang tunggu agar para pasien dapat 

menunggu dengan nyaman, aman dan puas. Kepala Puskesmas juga perlu 

penambahan petugas di bagian loket pelayanan agar bisa membagi tugas 

antara petugas yang melayani secara online maupun offline sehingga 

pelayanan lebih cepat. Dan juga petugas Puskesmas harus melayani dengan 

ramah dan profesional agar pasien merasa nyaman saat menerima pelayanan. 

(Minarti et al., 2024), (Haryanti et al., 2023). 

B. Tinjauan Teoritis 

1. Pelayanan 

a. Pengertian Pelayanan 

Menurut Pasalong (2022:147) Pelayanan pada dasarnya dapat 

didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan atau 

organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan. Pelayanan diberikan sebagai tindakan seseorang 

untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Dalam artian bahwa 

pelayan langsung berhadapan dengan pelanggan dengan menempatkan 

pelanggan sebagai sesuatu yang urgen. 

Menurut Monir (Pasalong,2022:147), mengatakan bahwa 

pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang 

lain secara langsung. Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara (1993), mengemukakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk 

kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat. 
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Menurut Marjoni Rachman (2021:6) Pelayanan adalah suatu 

aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak 

dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara 

konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh 

organisasi pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan 

permasalahan konsumen/pelanggan. 

b. Unsur Pelayanan 

Menurut Ruslan (Agus Hiplunudin,2017:109-110), dalam 

konsep service of excellence terdapat empat unsur pokok, yaitu: 

kecepatan, keramahan, ketepatan, dan kenyamanan. Keempat unsur 

tersebut merupakan satu kesatuan pelayanan jasa yang terintegrasi, 

artinya pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pelanggan menjadi 

tidak excellence (unggul), jika salah satu unsurnya kurang. Untuk 

melengkapi lebih lanjut, menurut Al Alif (Agus Hiplunudin, 2017:109-

110), ada enam faktor pelayanan prima, yaitu: 

1) Ability (Kemampuan) yaitu suatu pengetahuan dan ketrampilan 

tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang program 

pelayanan prima, yang meliputi kemampuan penguasaan 

pengetahuan tentang bidang kerja yang ditekuni. 

2) Attitude (Sikap) yaitu perilaku, sikap dan tingkah laku yang harus 

ditonjolkan oleh pegawai ketika menghadapi pelanggan. seorang 

pegawai bank terutama yang berada di petugas pelayanan terdepan 

seperti customer service dan teller harus mampu menghadapi 

pelanggan dengan senyuman. 

3) Appearance (Penampilan) Penampilan seorang pegawai baik-baik 

yang bersifat fisik saja maupun fisik dan non fisik mampu 

merfleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas perusahaan oleh 

konsumen. 

4) Attention (Perhatian) Karyawan harus mampu memberikan 

kepedulian penuh terhadap pelanggan baik yang berkaitan dengan 

perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun 

pemahaman atas saran dan kritiknya. 
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5) Action (Tindakan) Karyawan harus mampu memberikan berbagai 

kegiatan nyata yang harus diberikan dalam memberikan pelayanan 

prima kepada konsumen. 

6) Accountability (Pertanggung jawaban) Suatu sikap keberpihakan 

kepada pelanggan sebagai wujud kepedulian untuk menghindarkan 

atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan. 

 

Pelayanan prima itu sendiri bertujuan untuk memberikan 

pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau 

masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. 

2. Pelayanan Publik 

a. Pengertian Pelayanan Publik 

Menurut Muhamad Sawir (2020:86-87) Pelayanan publik dapat 

diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau 

masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sebagaimana 

telah dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan pada hakikatnya 

adalah pelayanan kepada masyarakat. Karenanya Birokrasi publik 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang 

baik dan profesional. Menurut Moenir (Muhamad Sawir, 2020:86-87) 

Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, 

prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan 

orang lain sesuai dengan haknya. Tujuan pelayanan publik adalah 

mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau 

dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat 

kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang 

direncanakan dan disediakan oleh pemerintah. 
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Selanjutnya menurut Moenir (Muhamad Sawir, 2020:86-87), pelayanan 

publik harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut. 

1) Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus 

jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak. 

2) Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan 

dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk 

membayar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi dan efektivitas. 

3) Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar 

dapat memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

4) Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah 

terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan 

berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut 

menyelenggarakan. 

 

b. Jenis-Jenis Pelayanan Publik 

Menurut Khikmatul Islah Dkk (2024:120) Berdasarkan 

Kepmenpan Nomor 63 tahun 2004 tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik mengelompokkan tiga jenis 

pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN/BUMD. 

Pengelompokan jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan 

sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu: 

1) Pelayanan Administratif, adalah jenis pelayanan yang diberikan 

oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan 

keputusan, dokumentasi, dan kegiatan tata usaha lainnya yang 

secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, 

misalnya sertifikat, ijin-ijin, rekomendasi, dan lain sebagainya. 

2) Pelayanan Barang, adalah pelayanan yang diberikan oleh unit 

pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan barang 

berwujud fisik termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada 

konsumne langsung (sebagai unit ataupun individu) dalam suatu 

sistem. Kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud 

benda (fisik) misalnya pelayanan listrik, air bersih dan pelayanan 

telepon. 

3) Pelayanan Jasa, adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit 

pelayanan berupa sarana dan prasaranan serta penunjangnya. 

Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi 

penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka 
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waktu tertentu. Misalnya pelayanan perbankan, pelayanan pos dan 

pelayanan pemadam kebakaran. 

 

c. Prinsip-Pelayanan Publik 

Menurut Pandji Santosa & Tati Sarihati (2024:136-137) 

Demikian pentingnya kualitas dalam industri jasa telah mendorong 

pemerintah Negara di dunia untuk menerapkan konsep kualitas 

tersebut dalam pelayanan jasa mereka kepada pelanggan atau 

masyarakat. Pemerintah sesungguhnya telah menyadari akan 

pentingnya penerapan konsep kualitas dalam pelayanan kepada 

masyarakat tersebut. Surat Keputusan Menpan No. 63 tahun 2003 

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

memberikan prinsip-prinsip pelayanan yaitu harus memenuhi 

kriteria:  

1) Kesederhanaan; Menyangkut prosedur penyelenggaraan 

pelayanan yang mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, 

mudah dipahami dan dilaksanakan. 

2) Kejelasan; 

a) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik. 

b) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab 

dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan 

persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

c) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 

3) Kepastian waktu; Pelaksanaan pelayanan publik dapat 

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 
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4) Akurasi; Produk pelayanan publik diterima dengan benar, 

tepat dan sah. 

5) Keamanan; Proses dan produk pelayanan publik memberikan 

rasa aman dan kepastian hukum. 

6) Tanggungjawabi; Pimpinan penyelenggara pelayanan publik 

atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas 

penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

7) Kelengkapan sarana dan prasarana; Tersedianya sarana dan 

prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang 

memadai termasuk penyediaan sarana teknologi komunikasi 

dan informatika (telematika). 

8) Kemudahan akses; Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan 

yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat 

memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. 

9) Kedisiplinan, keramahan dan kesopanan; Pemberi pelayanan 

harus bersikap disiplin, sopan santun, ramah serta memberikan 

pelayanan dengan ikhlas. 

d. Standar Pelayanan Publik 

Menurut Nashar (2020:36-38) Standar Pelayanan yang ada 

menjadi salah satu referensi utama dalam memberikan pelayanan yang 

optimal. Menurut Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 yang 

menetapkan bahwa komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya 

meliputi: 
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1) Dasar hukum. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

penyelenggaraan pelayanan. 

2) Persyaratan. Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative. 

3) Sistem, mekanisme, dan prosedur. Tata cara pelayanan yang 

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk 

masalah pengaduan. 

4) Jangka waktu penyelesaian. Jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis 

pelayanan. 

5) Biaya atau tarif. Ongkos yang dikenakan kepada penerima 

layanan dalam mengurus dan memperoleh pelayanan dari 

penyelenggara yang besarnya telah ditetapkan. 

6) Produk pelayanan. Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

7) Sarana, prasarana, dan atau fasilitas. Adanya peralatan-peralatan 

yang menunjang kinerja dan meningkatkan kenyamanan 

masyarakat. 

8) Kompetensi pelaksana. Kemampuan pemberi pelayanan publik 

yang berkompeten agar memberikan pelayanan yang professional. 

9) Pengawasan internal. Suatu tindakan yang dilakukan agar para 

aparatur bekerja sesuai ketentuan yang telah ditentukan. 

10) Pengaduan, saran dan masukan. Suatu aspirasi atau tanggapan 

masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh aparatur 

pelaksanaan. 

11) Jumlah pelaksana. Satuan jumlah para aparatur yang bekerja 

memberikan pelayanan dalam suatu produk pelayanan. 

12) Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan 

dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Adanya sebuah 

kepastian bagi masyarakat penerima layanan agar hak-hak 

masyarakat dapat diterima dengan baik dan dipenuhi oleh aparatur 

pemberi layanan. 

13) Evaluasi kinerja pelaksana. Proses pembenahan kinerja internal 

dari pemberi layanan dan pihak pihak yang terkait. 

 

Penetapan komponen standarisasi pelayanan sebagaimana 

dimaksud di atas sesungguhnya dimaksudkan untuk menghasilkan 

output pelayanan yang optimal terutama untuk memberikan pelayanan 

kepada publik atau masyarakat. Dalam Undang-Undang No 25 tahun 

2009 yang menjadi fokus dalam proses penyusunan Standar Pelayanan 

adalah komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan penyampaian 

pelayanan. 
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Bagian ini menjadi fokus perhatian dalam penyusunan 

dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan 

berhubungan dengan pengguna pelayanan. Komponen Standar 

Pelayanan pada bagian ini wajib dipublikasikan. Sedangkan untuk 

komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan pengelolaan internal 

pelayanan proses pengembangan dan penyusunannya diserahkan pada 

masing-masing organisasi penyelenggara pelayanan. Komponen ini 

menjadi bagian yang perlu diinformasikan pada saat proses 

pembahasan dengan masyarakat. 

Penyusunan standar pelayanan publik harus disusun dengan 

baik dan tidak rumit, untuk itu harus mempertimbangkan aspek; 

kemampuan, kelembagaan dan aparat penyelenggara pelayanan, serta 

potensi daerah dan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat. 

Dengan demikian, standar pelayanan publik yang ditetapkan dapat 

dilaksanakan dengan baik, terutama oleh para pelaksana operasional 

pelayanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, serta mudah 

dimengerti dan diterima oleh masyarakat/stakeholder. 

e. Indikator Pelayanan Publik 

Menurut Zeithaml et al (Hardiyansyah, 2018:63-64), Kualitas 

Pelayanan dapat diukurdari 5 dimensi, yaitu: Tangibel (Berwujud), 

Reliability (Kehandalan), Responsiviness (Ketanggapan), Assurance 

(Jaminan), dan Empathy (Empati). Masing-masing dimensi memiliki 

indikator-indikator sebagai berikut: 
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Untuk Dimensi Tangibel (Berwujud), terdiri atas indikator: 

1) Penampilan Petugas atau aparatur dalam melayani pelanggan 

2) Kenyamanan tempat melakukan pelayanan 

3) Kemudahan dalam proses pelayanan 

4) Kedisiplinan petugas atau aparatur dalam melakukan pelayanan 

5) Kemudahan akses pelanggan dalam permohonan pelayanan 

6) Penggunaan alat bantu dalam pelayanan 

Untuk Dimensi Reliability (Kehandalan), terdiri atas indikator: 

1) Kecermatan petugas dalam melayani pelanggan 

2) Memiliki standar pelayanan yang jelas 

3) Kemampuan petugas atau aparatur dalam menggunakan alat bantu 

dalam proses pelayanan 

4) Keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu dalam proses 

pelayanan 

Untuk Dimensi Responsiviness (Respon/ketanggapan), terdiri atas 

indikator: 

1) Merespon setiap pelanggan atau pemohon yang ingin mendapatkan 

pelayanan 

2) Petugas atau aparatur melakukan pelayanan dengan cepat 

3) Petugas atau aparatur melakukan pelayanan dengan tepat 

4) Petugas atau aparatur melakukan pelayanan dengan cermat 

5) Petugas atau aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang 

tepat 

6) Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas 

Untuk Dimensi Assurance (Jaminan), terdiri atas indikator: 

1) Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan 

2) Petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan 

3) Petugas memberikan jaminan legalitas dalam pelayanan 

4) Petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan 

Untuk Dimensi Empathy (Empati), terdiri atas indikator: 

1) Mendahulukan kepentingan pemohon/pelanggan 

2) Petugas melayani dengan sikap ramah 

3) Petugas melayani dengan sikap sopan santun 

4) Petugas melayani dengan tidak diskriminatif (membeda- bedakan) 

5) Petugas melayani dan menghargai setiap pelanggan 

 

f. Pola Penyelengara Pelayanan Publik 

Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2003, 

berdasarkan pola penyelenggaraan dan pelayanan publik 

dikelompokkan menjadi beberapa jenis Menurut Ahmad Mustanir. 

(2022:34-35), yaitu: 

1) Fungsional 
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Pola pelayanan publik ini diberikan oleh penyelenggara pelayanan, 

sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. 

2) Terpusat 

Pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh penyelenggara 

pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyelenggara 

pelayanan berkaitan dengan yang bersangkutan. 

3) Terpadu Satu Atap 

Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu 

tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak 

mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu. 

Terhadap jenis pelayanan yang sudah dekat dengan masyarakat 

tidak perlu disatu-atapkan. 

4) Terpadu Satu Pintu. 

Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu 

tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki 

keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. 

5) Gugus Tugas. 

Petugas pelayanan secara perorangan atau dalam bentuk gugus 

tugas ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi 

pemberian pelayanan tertentu. 

 

g. Asas Pelayanan Publik 

Menurut Lailul Marsyidah & Ilmi Usrotin (2020:27-29) 

Pelayanan publik pada dasarnya bertujuan untuk memuaskan 

masyarakat. Selain itu, untuk memberikan standar pelayanan publik 

bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan kualitas masyarakat, 

sebenarnya telah dikeluarkan Keputusan Mentri Pendayagunaan 

Aparatur Negara 63 tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Transparansi 

dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

Keputusan Mentri tersebut juga mengandung asas-asas pelayanan 

publik yang baik, yang selanjutnya dapat dilihat dan dirinci Menurut 

Lailul Marsyidah & Ilmi Usrotin  (2020:27-29)  sebagai berikut: 

1) Transparansi, asas ini menghendaki ada nya sifat terbuka, mudah, 

dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan 

disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.  
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2) Akuntabilitas, asas ini menghendaki bahwa dalam pelayanan 

publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

3) Kondisional, asas ini dimaksudkan dalam pelayanan public harus 

sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 

pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 

efektivitas.  

4) Partisipatif, asas ini diharapkan agar dapat mendukung /mendorong 

peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public 

dengan memperhatikan aspirasi, kenutuhan dan harapan 

masyarakat.  

5) Kesamaan Hak, asas ini menghendaki adanya perlakuan yang tidak 

deskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, 

golongan, gender, dan status ekonomi.  

6) Keseimbangan Hak dan Kewajiban, asas ini menghendaki adanya 

keseimbangan antara Hak dan Kewajiban dari masyarakat dan 

pemerintah bahwa pemberi dan penerima pelayanan publik harus 

memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

 

Asas pelayanan publik yang wajib untuk dipenuhi dalam proses 

pelayanan publik yaitu harus memiliki prinsip pelayanan dan asas 

transparansi, kondisional, akuntabilitas, partisipatif, hak, keamanan, 

keseimbangan hak dan kewajiban. Asas tersebut diharapkan mampu 

memberikan kepuasan kepada masyarakat atas pelayanan. Hakikat 

pelayanan publik yaitu memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur 

pemerintah sebagai abdi masyarakat, maka dari itu asas-asas untuk 

mengembangkan kinerja aparatur pelayanan publik senantiasa 

menyangkut tiga pokok pelayanan publik yakni: unsur kelembagaan 

penyelenggaraan pelayanan, proses pelayanan serta sumber daya 

manusia pemberi layanan. 

h. Kualitas Pelayanan Publik 

Memahami konsep pelayanan publik secara sederhana dapat 

digambarkan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang 
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atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan 

pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik merupakan 

isu penting dalam reformasi birokrasi yang terus berkembang dan 

penuh kritik dewasa ini. 

Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah untuk memuas-

kan dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan keinginan masyarakat 

pada umumnya untuk mencapai hal ini, diperlukan kualitas pelayan-an 

sesuai harapan dari masyarakat. 

Kualitas pelayanan publik merupakan tolak ukur untuk menen-

tukan bagaimana kinerja layanan publik di suatu lembaga penyedia 

layanan publik. Terkait kualitas pelayanan publik menurut Titin 

Rohayatin (2023:5-6) adalah: Kualitas pada dasarnya merupakan kata 

yang menyandang arti relatif bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan 

untuk menilai atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal ter-hadap 

persyaratan atau spesifikasinya itu terpenuhi berarti kualitas suatu hal 

yang dimaksud dapat dikatakan baik, sebaliknya jika persyaratan tidak 

terpenuhi maka dapat dikatakan tidak baik. Secara teoretis, tujuan 

pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. 

Menurut Titin Rohayatin (2023:5-6) menjelaskan bahwa, untuk 

mencapai kepu-asan dituntutkan kualitas pelayanan prima yang terdiri 

dari: 

1) Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan 

dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan 

secara memadai serta mudah dimengerti. 
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2) Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawab-

kan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3) Koordinasi, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap 

berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. 

4) Partisipasi, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan 

memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

5) Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan diskri-

minasi dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, 

golongan, status sosial, dan lain-lain. 

6) Kesinambungan hak dan kewajiban, yakni pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan peneri-ma 

pelayanan publik. 

Kualitas pelayanan publik tersebut, Menurut Titin Rohayatin 

(2023:5-6) adalah asas pelayanan publik yang perlu diperhatikan oleh 

instansi penyedia layanan publik. Asas pelayanan publik tersebut di 

anta-ranya adalah Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, 

Tidak diskriminatif (kesamaan hak), dan kesinambungan hak dan 

kewajiban. 

i. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelayanan Publik 

Menurut Taufiqurokhma & Evi Satispi (2018:77-79) ada 

beberapa faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam peningkatan 

pelayanan publik antara lain: 
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1) Dedikasi dan disiplin - Untuk memberikan sebuah pelayanan 

bermutu pada seorang manusia haruslah mempunyai rasa 

pengabdian terhadap tugas dan pekerjaannya. Dalam artivisi yang 

merupakan target proses pelayanan harus normatif dan idealis. 

Sebab seorang yang memiliki dedikasi tinggi adalah manusia yang 

menyadari arti sebuah profesinya sendiri dan berusaha untuk 

mewujudkannya. 

2) Jujur - Kejujuran sangat penting, bukan hanya orang lain tetapi juga 

terhadap diri sendiri. Terhadap orang lain seorang manusia 

haruslah dapat bekerja sama berdasarkan kepada saling percaya. 

Kejujuran berhubungan dengan kemampuan sendiri kita harus 

jujur terhadap apa yang kita buat dan apa yang kita tidak buat. 

Inilah sikap yang tidak profesionalisme. Kejujuran profesionalisme 

akan menghasilkan produk yang unggul dan terus-menerus dapat 

bersaing. Sikap profesionalisme ini ditandai oleh seorang manusia 

unggul yang mengetahui kapan dia berdiri sendiri dan kapan dia 

harus bekerja sama. 

3) Inovatif - Seorang manusia unggul bukanlah seorang manusia rutin 

yang puas dengan hasil yang telah dicapai dan telah puas dengan 

status quo. Seorang manusia unggul adalah seorang yang selalu 

gelisah dan mencari sesuatu yang baru. Tetapi yang dapat juga 

menemukan fungsi yang baru dan suatu penemuan. 

4) Tekun - Seorang manusia unggul adalah seorang yang 

memfokuskan perhatian pada tugas dan pekerjaan yang telah 

diserahkan kepadanya atau suatu usaha yang sedang dikerjakannya. 

Ketekunan akan menghasilkan sesuatu karena manusia unggul 

tidak akan berhenti sebelum ia membuahkan sesuai dengan 

kehidupan yang mementingkan mutu. 

5) Ulet - Berkaitan dengan sikap tekun dan ulet, manusia unggul 

dengan hidup berdisiplin tidak mungkin seseorang yang ulet dan 

menggunakan jalan pintas dalam tugas dan pekerjaannya. 

Seseorang tekun dan ulet akan terus menerus melaksanakan 

tugasnya secara fokus sesuai dengan jadwal tanpa mencari jalan 

pintas dan merusak disiplin. 

6) Sumber Daya Manusia - Sumber Daya Manusia merupakan aset 

yang dimiliki oleh instansi atau organisasi swasta maupun 

pemerintahan. Tanpa adanya dukungan sumber daya manusia yang 

handal dan professional aktivitas suatu kantor akan memberikan 

dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan atau 

pelayanan suatu organisasi. 

7) Kepemimpinan - Merupakan salah satu kunci dalam menentukan 

terciptanya efisiensi dan efektifitas kerja, serta peningkatan kerja 

bawahan. Pimpinan dapat berhasil mengelola suatu organisasi yang 

dikelolanya bila pimpinan yang dimaksud dapat berperan dengan 

baik. Seorang pemimpin harus melakukan kegiatan dalam hal 

membimbing, mengarahkan perilaku bawahannya pada suatu 

tujuan tertentu. 
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3. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

a. Pengertian Puskesmas  

Menurut permankes no 19 tahun 2024 Pusat Kesehatan 

Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan 

mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, 

rehabilitatif, dan atau paliatif di wilayah kerjanya. 

Sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan 

dalam sistem pelayanan kesehatan, puskesmas harus melaksanakan 

upaya kesehatan wajib (basic six) serta beberapa upaya kesehatan 

pilihan yang yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, 

kemampuan, inovasi, dan kebijakan pemerintah daerah setempat. 

Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan kesehatan yang menyeluruh 

dan terpadu, puskesmas melaksanakan upaya peningkatan, pencegahan, 

penyembuhan, dan pemulihan disertai dengan penunjang yang 

diperlukan. Dalam memenuhi pelayanan kesehatan yang sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi masyarakat, puskesmas dapat dikategorika 

berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan 

penyelenggaranya. Berdasarkan karakteristik wilayah kerja, puskesmas 

dikategorikan menjadi : 

1) Puskesmas kawasan perkotaan  

2) Puskesmas kawasan perdesaan 

3) Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil 
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b. Fungsi Puskesmas 

Menurut permankes no 19 tahun 2024 Dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi  

penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya. 

Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat 

sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan. 

Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat  

diselenggarakan secara terintegrasi dengan tujuan: 

1) pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan; 

2) perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi 

kesehatan yang terdiri atas determinan sosial, ekonomi, komersial, 

dan lingkungan; dan 

3) penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat. 

Pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase 

kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) angka 1 meliputi 

pemenuhan kebutuhan pada ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, 

dan lanjut usia. Perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang 

mempengaruhi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

angka 2 melibatkan pihak terkait melalui penyusunan kebijakan 

dan tindakan lintas sektor untuk mengurangi risiko dari faktor yang 

berpengaruh terhadap kesehatan. Perbaikan determinan kesehatan 

atau faktor yang mempengaruhi kesehatan sebagaimana dimaksud 

padaayat (4) angka 2 dilakukan dengan dukungan dan komitmen 
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Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Penguatan 

kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) angka 3 dilaksanakan untuk 

mengoptimalkan status kesehatan dengan membangun 

kemandirian hidup sehat serta menguatkan peran sebagai mitra 

pembangunan kesehatan dan pemberi asuhan untuk diri sendiri dan 

untuk orang lain. Penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan 

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan untuk 

memberikan layanan yang berpusat pada perseorangan, berfokus 

pada keluarga, dan berorientasi pada masyarakat yang sesuai 

dengan latar belakang sosial budaya. 

c. Peran Puskesmas 

Dalam melaksanakan fungsi, Puskesmas berperan mewujudkan 

wilayah kerja yang sehat dengan masyarakat yang:  

1) berperilaku hidup sehat; 

2) mudah mengakses Pelayanan Kesehatan bermutu; 

3) hidup dalam lingkungan sehat; dan 

4) memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik individu, 

keluarga, kelompok, maupun masyarakat. 

Perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

angka 1 dilaksanakan melalui pembudayaan gerakan masyarakat 

hidup sehat. Pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penggerakan 

komunitas gaya hidup sehat. Kemudahan mengakses Pelayanan 
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Kesehatan bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 

dilaksanakan melalui penyediaan jaminan kesehatan, Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan, dan infrastruktur pendukung lainnya hingga 

tingkat desa atau kelurahan, serta kemudahan dalam mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan. Penyediaan jaminan kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui: 

a) kerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial 

kesehatan dalam memberikan pelayanan bagi peserta program 

jaminan kesehatan; dan 

b) mendorong masyarakat di wilayah kerjanya agar terdaftar 

sebagai peserta program jaminan kesehatan. 

Hidup dalam lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) angka 3 merupakan hidup dalam kondisi kualitas lingkungan 

yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. 

Memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) angka 4 mencakup keadaan kesehatan fisik, 

jiwa, ataupun sosial yang lebih. baik dari sebelumnya yang dapat 

dicapai sesuai dengan kemampuan maksimal dari setiap orang atau 

masyarakat. 

d. Program Pokok Puskesmas 

Menururt Permankes No 43 Tahun 2019 Terdapat 21 Program 

Pokok Puskesmas Yaitu : 

1) KIA 

2) KB 
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3) Usaha Kesehatan Gizi 

4) Kesehatan Lingkungan 

5) Pemberantasan dan penangan penyakit menular 

6) Pengobatan termasuk penangan darurat karena kecelakaan 

7) Penyuluhan kesehatan masyarakat 

8) Kesehatan Sekolah 

9) Kesehatan olahraga 

10) Perawatan Kesehatan 

11) Masyarakat 

12) Kesehatan Kerja 

13) Kesehatan Gigi dan Mulut 

14) Kesehatan jiwa 

15) Kesehatan mata 

16) Laboratorium sederhana 

17) Pencatatan dan pelaporan dalam rangka SIK 

18) Pembinaan pengobatan tradisional 

19) Kesehatan remaja 

20) Kesehatan lanjut Usia 

21) Dana sehat 

e. Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas  

Pelayanan kesehatan pada puskesmas yang dilakukan secara 

menyeluruh, meliputi aspek-aspek promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilatif. Upaya yang dilakukan untuk menjalan misi puskesmas 

yaitu: 
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1) Meluaskan jangkauan pelayanan kesehatan sampai ke desa-desa. 

2) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dengan dua cara 

a) Quality of care, yaitu peningkatan kemampuan profesiona 

tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya (dokter. 

perawat, hidan, dll) yang dilakukan oleh organisasi profesi 

b) Quality of service, yaitu peningkatan kualitas yang terkait 

3) dengan pengadaan sarana, dan menjadi tanggung jawab institusi 

sarana kesehatan (Puskesmas) 

4) Pengadaan peralatan dan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat 

5) Sistem rujukan di tingkat pelayanan dasar 

6) Peran serta masyarakat, melalui pembangunan kesehatan 

masyarakat desa (PKMD) 

4. Administrasi 

a. Pengertian Administrasi 

Menurut Siti Marwiyah (2020:1-2) Sejarah mencatat bahwa 

bangsa Romawi telah melahirkan Administrasi yang dibudayakan oleh 

bangsa Eropa Barat (Eropa Kontinental). Administrasi yang diterapkan 

di Indonesia adalah hasil adopsi bangsa Belanda yang menjadi salah 

satu bangsa Eropa Barat. Beberapa negara memiliki istilah administrasi 

misalnya menurut bahasa italia menggunakan kata “administrazione”, 

bahasa Perancis “administration”, bahasa Belanda “administratie” dan 

bahasa Inggris “administration atau management”. 
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 Pengertian Administrasi sendiri dapat dilihat dari dua sudut 

pandang Menurut Siti Marwiyah (2020:1-2), yaitu Administrasi dalam 

arti sempit dan administrasi dalam arti luas.  

1) Administrasi dalam arti sempit 

Administrasi secara sempit, administrasi berasal dari kata 

administratie (bahasa Belanda) yang diartikan sebagai pekerjaan 

tulis-menulis atau ketatausahaan atau kesekretarisan. Pekerjaan ini 

berkaitan dengan kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, 

mengolah, menggandakan, mengirim, menyimpan, dan sebagainya. 

Dengan demikian, bila ditinjau dari faktor masa lalu, administrasi 

memiliki arti menurut beberapa pendapat para ahli sebagai berikut ;  

a) Administrasi sebagai kegiatan pencatatan keterangan tertulis.  

b) Administrasi sebagai pencatatan dan pemberian bahan-bahan 

yang diperlukan untuk melaksanakan pimpinan.  

c) Administrasi merupakan seluruh himpunan catatan-catatan 

mengenai perusahaan dan peristiwa-peristiwa perusahaan 

untuk keperluan pimpinan dan penyelenggaraan perusahaan.  

d) Penyelenggaraan urusan tulis-menulis dalam perusahaan.  

e) Tata usaha / Clerical Work.  

f) Pekerjaan kertas/ Paper Work  atau pekerjaan tulis-menulis.  

g) Pekerjaan kesekretarisan dan ketatausahaan atau Sectariand 

clerical work.  

2) Administrasi dalam arti luas  
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Administrasi secara luas, administrasi merupakan proses 

kerja sama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam 

mencapai tujuan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, 

administrasi dipandang dari tiga sudut pengertian, yakni :  

a) Sudut proses administrasi merupakan proses kegiatan 

pemikiran, penentuan tujuan, sampai pelaksanaan kerja hingga 

akhir tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai.  

b) Sudut fungsi administrasi merupakan kegiatan yang dilakukan 

sekelompok individu maupun individu itu sendiri, sesuai 

dengan fungsi yang telah dilimpahkan untuk mencapai tujuan 

yang ditentukan sebelumnya, misalnya : kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan sebagainya.  

c) Staf atau asisten, yaitu individu yang memiliki keahlian, 

karena harus menyumbangkan pemikiran dan sebagai 

penasehat untuk membantu administrator dan manajer dalam 

membuat kebijaksanaan pada kegiatan institusional. 

Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian 

sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apa 

pun dapat dilaksanakan dengan baik. Proses administrasi akan 

melaksanakan tiga fungsi utama yang berhubungan erat dengan tiga 

tingkatan umum dalam hierarki formal. Di tingkat atas, yaitu fungsi 

pengarahan organisasi, terutama berkaitan dengan proses perencanaan 

jangka panjang dari suatu tujuan yang akan dicapai. Di tingkat 

menengah, yaitu fungsi manajemen organisasi, terutama berkaitan 
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dengan upaya mempertahankan organisasi sebagai suatu pekerjaan 

yang terus berlangsung lama, ilim yang diperlukan oleh staf teknis atau 

profesional yang terlibat dalamproses produksi (hasil). Di tingkat 

bawah adalah fungsi pengawas. Dalam kontak langsungdengan 

pekerja-pekerja profesional dan teknis, fungsi pengawasan 

mengarahkan penggunaan sumber-sumber serta menjalin agar 

kegiatan-kegiatan profesional dan teknis dilaksanakan sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan. 

b. Unsur-Unsur Administrasi 

Menurut Muhammad (2019:6-7) Dalam proses opearsi 

adminitrasi terdapat sejumlah unsur yang saling berkait antara satu dan 

yang lain, yang apabila salah satunya tidak ada, proses administrasi 

akan pincang. Unsur-unsur tersebut meliputi sebagai berikut: 

1) Organisasi, yaitu wadah bagi segenap kegiatan usaha kerja sama 

2) Manajemen, yaitu kegiatan menggerakkan sekelompok orang dan 

mengarahkan fasilitas kerja, hubungan ini meliputi : 

a) Perencanaan 

b) Pembuatan Keputusan 

c) Pembimbingan 

d) Pengoordinasian 

e) Pengawasan (kontrol) 

f) Penyempurnaan dan perbaikan tata struktur dan tata kerja 

3) Komunkasi, yaitu penyampaian berita dan pemindahan buah 

pikiran dari seseorang kepada yang lainnya dalam rangka 

terwujudnya kerja sama. 

4) Kepegawaian, yaitu pengaturan dan pengurusan pegawai atau 

karyawan yang diperlukan. 

5) Keuangan, yaitu pengelolaan segi-segi pembiayaan dan 

pertanggung jawaban keuangan 

6) Perbekalan, yaitu perencanaan, pengadaan dan pengaturan 

pemakai barang-barang keperluan kerja 

7) Tata Usaha, yaitu penghimpun, pencatatan, pengolahan, 

pengiriman, dan penyimpanan berbagai keterangan yang 

diperlukan 
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8) Hubungan Masyarakat, yaitu perwujudan hubungan yang baik dan 

dukungan dari lingkungan masyarakat terhadap usaha kerja sama 

 

Di antara ahli administrasi, ada yang mengemukakan unsur-unsur 

administarsi, yang terdiri atas manajemen, kantor urusan ruamh tangga, 

urusan pegawai, keuangan, hubungan masyarakat, riset kearsipan, 

perpustakaan, statistik, hukum dan ekspedisi. 

5. Administrasi Publik 

a. Pengertian Administrasi Publik 

Menurut Erika Revida Dkk (2021:3-5) Administrasi publik 

gabungan dari dari kata administrasi dan publik. Pada dasarnya ilmu 

administrasi publik sudah lama ada bersamaan dengan adanya 

pemerintahan atau negara. Administrasi publik adalah pelaksana 

kebijakan publik yang telah ditetapkan legislatif. administrasi publik 

berfungsi untuk mencapai tujuan program yang ditentukan oleh 

pembuat kebijakan publik. Di sisi lain, administrasi publik merupakan 

aktivitas melayani publik dan atau aktivitas pelayan publik dalam 

melaksanakan kebijakan yang diperoleh dari pihak lain. Demikian 

administrasi publik adalah fungsi dari pembuatan keputusan, 

perencanaan, perumusan tujuan dan sasaran, penggalangan kerja sama 

dengan DPR dan organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk 

memperoleh dukungan rakyat dan dana bagi program pemerintah, 

pemantapan dan perubahan organisasi, pengerahan dan pengawasan 

pegawai, kepemimpinan, komunikasi, pengendalian, dan lain-lain 

fungsi yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga-lembaga 
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pemerintahan lainnya.Untuk lebih jelasnya pengertian administrasi 

publik Menurut Erika Revida Dkk (2021:3-5) sebagai berikut: 

1) administrasi publik adalah administrasi dari negara sebagai 

organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan tujuan 

yang bersifat kenegaraan. 

2) mendefinisikan administrasi publik adalah bagaimana pemerintah 

berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator 

yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil 

langkah dan prakarsa yang menurut mereka penting atau baik untuk 

masyarakat, karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak 

yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja 

yang diatur pemerintah. 

3) memberi batasan administrasi  publik adalah bentuk kerja sama 

yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam 

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi 

kebutuhan publik secara efektif dan efisien. 

4) administrasi publik adalah seluruh upaya penyelenggaraan 

pemerintahan yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah 

(perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan 

terhadap pembangunan) dengan sebuah mekanisme kerja serta 

dukungan sumber daya manusia.  

5) arti administrasi publik sebagai suatu proses di mana sumber daya 

dan personil publik diorganisasi dan dikoordinasikan untuk 

memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan 

dan kebijakan publik. Administrasi publik merupakan seni dan ilmu 

yang (art and science) yang ditujukan untuk mengatur kebijakan 

publik untuk memecahkan permasalahan publik yang terjadi dalam 

suatu organisasi atau yang lainnya. 

 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud 

dengan ilmu administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari proses 

kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan rasionalitas 

tertentu yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasi, 

penggerakan dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintah dan 

kebijakan publik untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu memberikan 

pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. 
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b. Prinisp-Prinsip Administrasi Publik 

Menurut Gege Wirata Dkk (2024:19-25), Administrasi publik 

sebagai suatu disiplin ilmu dan praktik memiliki prinsip-prinsip dasar 

yang penting untuk memandu pengelolaan dan pelaksanaan fungsi-

fungsi pemerintah. Prinsip-prinsip ini mendasari bagaimana lembaga-

lembaga publik beroperasi, membuat keputusan, dan memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa prinsip dasar 

yang esensial dalam administrasi public Menurut Gege Wirata Dkk 

(2024:19-25) sebagai berikut: 

1) Akuntabilitas 

menekankan bahwa akuntabilitas adalah prinsip 

fundamental dalam administrasi publik, yang mengacu pada 

kewajiban lembaga pemerintah untuk menjelaskan dan 

mempertanggungjawabkan tindakan serta keputusan kepada publik 

dan badan pengawas. Prinsip ini berperan kunci dalam memastikan 

bahwa pemerintah berfungsi secara transparan dan efektif. 

Akuntabilitas mencakup beberapa aspek utama. Pertama, 

transparansi: Lembaga pemerintah harus menyediakan informasi 

yang jelas dan mudah diakses mengenai kebijakan, prosedur, dan 

penggunaan dana publik. Transparansi memungkinkan masyarakat 

untuk memantau dan menilai kinerja pemerintah, serta untuk 

mengidentifikasi potensi penyimpangan atau korupsi. Kedua, 

responsibilitas: Pejabat publik harus bertanggung jawab atas 

keputusan dan tindakannya, yang mencakup menjelaskan rasional 
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di balik kebijakan dan program serta menghadapi konsekuensi jika 

ada kesalahan atau pelanggaran. 

2) Efisiensi 

Efisiensi dalam administrasi publik merujuk pada 

penggunaan sumber daya baik manusia, finansial, maupun material 

secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan biaya 

dan waktu yang seminimal mungkin. Prinsip ini menekankan 

pentingnya meminimalkan pemborosan dan mengoptimalkan 

kinerja dalam pelayanan publik. efisiensi dapat dicapai melalui 

pendekatan ilmiah terhadap manajemen, yang melibatkan 

standarisasi proses dan prosedur, serta penggunaan metode analitis 

untuk meningkatkan produktivitas. Dalam konteks administrasi 

publik, efisiensi berarti bahwa lembaga pemerintah harus 

mengelola anggaran dan sumber daya secara cermat untuk 

memastikan bahwa setiap unit kerja berfungsi secara efektif tanpa 

pemborosan. Ini melibatkan perencanaan yang baik, pemantauan 

kinerja, dan evaluasi hasil secara berkala. Penggunaan teknologi 

informasi dan sistem manajemen yang efisien juga berperan 

penting dalam mendukung efisiensi operasional, seperti 

otomatisasi proses administrasi dan pengelolaan data yang lebih 

baik. 

3) Efektivitas 

Efektivitas dalam administrasi publik mengacu pada sejauh 

mana lembaga pemerintah mampu mencapai tujuan dan hasil yang 
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telah ditetapkan. Prinsip ini menekankan pentingnya tidak hanya 

menjalankan tugas-tugas dengan efisien, tetapi juga memastikan 

bahwa hasil akhir yang dicapai sesuai dengan kebutuhan dan 

ekspektasi masyarakat. efektivitas melibatkan kemampuan untuk 

menerjemahkan kebijakan dan rencana ke dalam tindakan yang 

berdampak positif dan nyata. Efektivitas dalam administrasi publik 

berarti bahwa lembaga pemerintah harus memiliki tujuan yang 

jelas dan terukur serta strategi yang tepat untuk mencapainya. Ini 

melibatkan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat, dan 

evaluasi hasil untuk memastikan bahwa program dan kebijakan 

yang diterapkan memberikan manfaat yang diharapkan kepada 

masyarakat. Evaluasi kinerja secara rutin penting untuk menilai 

apakah tujuan telah tercapai dan untuk melakukan penyesuaian jika 

diperlukan. 

4) Transparansi 

Transparansi adalah prinsip fundamental dalam 

administrasi publik yang merujuk pada keterbukaan lembaga 

pemerintah dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan 

kebijakan, danpenggunaan sumber daya. Prinsip ini menekankan 

pentingnya menyediakan informasi yang jelas dan dapat diakses 

oleh publik, sehingga masyarakat dapat memantau dan memahami 

bagaimana keputusan diambil dan bagaimana anggaran digunakan. 

transparansi adalah alat yang efektif untuk mencegah korupsi dan 

meningkatkan kepercayaan publik. Transparansi mencakup 
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beberapa aspek penting. Pertama, keterbukaan informasi, yang 

berarti lembaga pemerintah harus menyediakan akses mudah dan 

jelas terhadap data dan dokumen yang relevan, seperti laporan 

anggaran, hasil audit, dan kebijakan yang diterapkan. Hal ini 

memungkinkan masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah 

dan membuat pejabat publik lebih bertanggung jawab atas 

tindakannya. Kedua, komunikasi yang efektif, yang mencakup 

penyampaian informasi dengan cara yang mudah dipahami oleh 

masyarakat, termasuk menggunakan bahasa yang sederhana dan 

format yang mudah diakses. 

5) Partisipasi 

Partisipasi dalam administrasi publik mengacu pada 

keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan 

dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Prinsip ini menekankan 

bahwa untuk mencapai pemerintahan yang efektif dan demokratis, 

warga negara harus memiliki kesempatan untuk memberikan 

masukan, berbagi pendapat, dan mempengaruhi kebijakan yang 

berdampak pada kehidupan. partisipasi tidak hanya meningkatkan 

legitimasi kebijakan tetapi juga memperkaya proses pembuatan 

keputusan dengan perspektif dan pengalaman yang beragam. 

Partisipasi melibatkan berbagai mekanisme, seperti konsultasi 

publik, forum komunitas, dan survei opini. Melalui mekanisme ini, 

masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan, harapan, dan 

kekhawatiran langsung kepada pembuat kebijakan. Partisipasi juga 
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mencakup keterlibatan dalam perencanaan dan evaluasi program, 

yang memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi pada desain 

dan pelaksanaan kebijakan yang lebih relevan dan responsif 

terhadap kebutuhan. 

6) Profesionalisme 

Profesionalisme dalam administrasi publik merujuk pada 

standar kompetensi, etika, dan perilaku yang harus dipatuhi oleh 

pegawai pemerintah untuk memastikan pengelolaan yang efektif 

dan dapat dipercaya. Prinsip ini menekankan bahwa pegawai 

negeri harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang 

memadai untuk menjalankan tugas dengan baik serta mengikuti 

kode etik yang tinggi. profesionalisme adalah esensial dalam 

birokrasi, di mana pegawai pemerintah diharapkan untuk 

menjalankan tugas secara objektif, efisien, dan adil. 

Profesionalisme melibatkan beberapa elemen kunci. Pertama, 

kompetensi: Pegawai pemerintah harus memiliki kualifikasi dan 

keterampilan yang sesuai dengan pekerjaan. Ini berarti 

memerlukan pelatihan yang relevan dan pendidikan berkelanjutan 

untuk mengikuti perkembangan dalam bidang pekerjaan. Kedua, 

etika dan integritas: Profesionalisme mengharuskan pegawai 

pemerintah untuk bertindak dengan integritas tinggi, menghindari 

konflik kepentingan, dan menjaga standar etika dalam setiap 

tindakannya. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik 
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dan memastikan bahwa kebijakan dan keputusan dibuat 

berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi. 

7) Responsivitas 

Responsivitas dalam administrasi publik mengacu pada 

kemampuan lembaga pemerintah untuk menanggapi kebutuhan, 

masalah, dan tuntutan masyarakat dengan cepat dan efektif. Prinsip 

ini menekankan pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas dalam 

pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan publik. responsivitas 

merupakan kunci untuk memastikan bahwa pemerintah dapat 

merespons perubahan dan dinamika dalam masyarakat dengan cara 

yang relevan dan tepat waktu. Responsivitas melibatkan beberapa 

komponen utama. Pertama, kecepatan tanggapan: Lembaga 

pemerintah harus dapat merespons permintaan dan masalah 

masyarakat dengan cepat, baik itu melalui penyelesaian masalah 

secara langsung atau dengan mengimplementasikan kebijakan 

yang sesuai. Hal ini termasuk pengelolaan keluhan dan permintaan 

secara efisien serta mengatasi isu-isu mendesak dengan prioritas 

tinggi. 

C. Kerangka Pemikiran 

Menurut Hardani (2020:321-322) Kerangka berpikir adalah sebuah 

model atau gambaran yang berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang 

hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Sebaiknya 

kerangka berpikir dibuat dalam bentuk diagram atau skema, dengan tujuan untuk 

mempermudah memahami beberapa variabel data yang akan dipelajari pada 
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tahap selanjutnya. Kerangka berpikir dapat dikatakan sebagai rumusan-rumusan 

masalah yang sudah dibuat berdasarkan dengan proses deduktif dalam rangka 

menghasilkan beberapa konsep dan juga proposisi yang digunakan untuk 

memudahkan seorang peneliti merumuskan hipotesis penelitiannya. 

Dasar hukum penelitian ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 19 Tahun 2024 tentang penyelengaraan pusat kesehata Masyarakat 

(Puskesmas). Peraturan ini merupakan pedoman utama yang wajib diikuti oleh 

seluruh instansi puskesmas di Indonesia dalam memberikan pelayanan 

Kesehatan kepada masyarakat 

Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 mengatur tentang Penyelenggaraan 

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yang mencakup tugas, fungsi, dan 

wewenang Puskesmas, persyaratan dan perizinan, peningkatan mutu layanan, 

organisasi, serta sistem jejaring pelayanan kesehatan. Regulasi ini bertujuan 

untuk memperkuat peran Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan primer yang 

terintegrasi guna meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan 

masyarakat. Dalam hal ini termasuk pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh 

Puskesmas Ampah Kota, Peneliti memilih Puskesmas Ampah Kota sebagai 

lokasi penelitian setelah melakukan observasi awal di lapangan, berdasarkan 

observasi yang di lakukan peneliti, ditemukan beberapa permasalahan yang 

menjadi latar belakang peneliti, Adapun permasalahannya secara singkat sebagai 

berikut: 

1) Pengadministrasian masih relatif lambat, bersifat manual dan banyak pasien 

sering tidak membawa kartu berobat. 

2) Sering terjadi kesalahan input data pasien antar poli. 
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3) Ruang tunggu pasien terbatas dan Fasilitas kurang memadai seperti kipas 

angin di ruang tunggu. 

4) Proses administrasi sering terhambat akibat pemadaman listrik.  

5) Komputer kurang berfungsi dengan baik. 

Dari masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk megkaji dan meneliti 

dari permasalahan tersebut sehingga peneliti dapat menemukan judul yaitu 

“Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

Puskesmas Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur”. 

Disamping itu untuk mengukur kualitas pelayanan maka peneliti 

menggunakan teori yang relavan dari permasalahan tersebut, teori yang 

digunakan dalam penelitian yaitu menurut Zeithaml et al. (Hardiyansyah, 2018: 

63-64) terdiri dari 5 dimensi di antaranya : 

1) Tangible (Berwujud) 

2) Reliability (Kehandalan) 

3) Responsiveness (Ketanggapan) 

4) Assurance (Jaminan) 

5) Empathy (Empati) 

Akan tetapi harapannya yaitu, meningkatkannya Kualitas Pelayanan 

Kesehatan Pada Puskesmas Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten 

Barito Timur. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Pelayanan 

Administrasi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Ampah 

Kota dari fenomena masalah tersebut. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang penyelengaraan 

Pusat Kesehatan Masyarakat 

UPTD PUSKESMAS AMPAH KOTA 

KECAMATAN DUSUN TENGAH 

KABUPATEN BARITO TIMUR 

kualitas pelayanan menurut Zeithaml et 

al. (Hardiyansyah,2018: 63-64) : 

1. Tangible (Berwujud) 

2. Reliability (Kehandalan) 

3. Responsiveness (Ketanggapan) 

4. Assurance (Jaminan) 

5. Empathy (Empati) 

 

 

Fenomena Masalah 

1. Pengadministrasian masih relatif lambat, bersifat manual 

dan banyak pasien sering tidak membawa kartu berobat. 

2. Sering terjadi kesalahan input data pasien antar poli. 

3. Ruang tunggu pasien terbatas dan Fasilitas kurang 

memadai seperti kipas angin di ruang tunggu. 

4. Proses administrasi sering terhambat akibat pemadaman 

listrik.  

5. Komputer kurang berfungsi dengan baik. 

Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah 

Kabupaten Barito Timur 

Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

Puskesmas Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur 


